BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Jaksa Eksekutor dalam pemenuhan restitusi bagi anak korban kekerasan
seksual telah mengalami transformasi signifikan dari sekadar penuntut negara menjadi
fasilitator keadilan restoratif yang berpihak pada korban, sebagaimana diamanatkan
oleh UU TPKS dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021. Jaksa kini memegang
tanggung jawab aktif sejak tahap awal untuk mengawal hak korban, mulai dari
pemberitahuan hak hingga pencantuman tuntutan restitusi dalam dakwaan. Namun,
pelaksanaan peran ini secara umum masih menghadapi tantangan berat akibat
keterbatasan instrumen hukum dalam pelacakan aset dan ketiadaan kewenangan
eksekusi paksa (parate executie), yang sering kali membuat jaksa kesulitan menyita
aset jika pelaku tidak kooperatif.

Meskipun terdapat kendala teknis, efektivitas peran jaksa terbukti dapat dicapai
melalui strategi pemanfaatan tekanan administratif dalam proses pemasyarakatan.
Berdasarkan studi kasus di Kejaksaan Negeri Jembrana, keberhasilan eksekusi restitusi
lebih banyak didorong oleh ketegasan jaksa dalam menjadikan pelunasan restitusi
sebagai syarat mutlak bagi terpidana untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat.
Hal ini menyimpulkan bahwa meskipun mekanisme penyitaan aset belum optimal,
peran strategis jaksa dalam menggunakan posisi tawar regulasi terbukti ampuh
memaksa pelaku untuk mematuhi kewajiban pembayarannya demi kepentingan

korban.
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B. Saran

1)

2)

Pemerintah dan legislator perlu segera merevisi peraturan pelaksana terkait
restitusi atau menerbitkan regulasi teknis setingkat Peraturan Pemerintah yang
memberikan kewenangan parate executie bagi jaksa. Regulasi ini harus
memungkinkan Jaksa Eksekutor untuk melakukan penyitaan dan pelelangan
aset terpidana secara langsung tanpa proses gugatan perdata tambahan apabila
terpidana wanprestasi dalam membayar restitusi.

Peningkatan Kapasitas dan Perspektif Korban. Perlu dilakukan pelatihan
berkala bagi para jaksa mengenai perspektif korban (victim-centered approach)
dan teknis perhitungan serta eksekusi restitusi. Hal ini penting untuk mengatasi
kendala kurangnya pemahaman aparat penegak hukum di daerah yang sering
kali tidak memasukkan tuntutan restitusi dalam dakwaan, sehingga hak anak

korban dapat terjamin secara merata di seluruh wilayah hukum Indonesia.
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